
5. Undang-Undang . 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang. - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten Dalam · Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Sarolangun Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Repuolik 

Indonesia Nomor 2755); 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka membcrikan kepastian hukum dan meningkatkan 

pelayanan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan Pajak 

Bumi dan Bangunan, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian 

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian 

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

BUPATI BATANG HARi, 

TENT ANG 
TATA CARA PEIVIBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERK OT AAN 

NOMOR 52 TAHUN 2012 

PERA TU RAN BUPA Tl BAT ANG HARi 

BUPATI BA'l~ANG HARI 

ACER
SALINAN



BAB 1 . 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN 

MEMUTUSKAN: 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang 

Penentuan Klasitlkasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai 
dasar Pengenaan Pajak Sumi dan Bangunan 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Norn or 1 Tahun 2012 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Lembaran 

Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 1 ) 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 

Nomor 3). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor i 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 201 i tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ). 
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Menetapkan 

Memperhatikan : 



14.Surat . 

12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat 
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi 
dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan 
daerah. 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat 
yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang 
terutang kepada Wajib Pajak. 

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa 
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau da!am Bagian Tahun Pajal< sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB 
adalah pajak atas bumi dan/atau banyunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

9. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang me!iputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), 
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi ko!ektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disebut dengan Pengurangan adalah Pengurangan Pajak Bumi can Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang. 

5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Batang Hari. 

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari 

7. Bad an adalah sekumpulan orang dan I atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer/Perseroan lainnya/Badan 
usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun 
Fi rma/Kongs i/Koperasi/dana Pensi u n/Persekutan/Perkum p u!an/Y ayasan/0 rga n isas i 
Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Sadan 
Usaha Tetap dan Bentuk Badan lalnnya. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Oaerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah . 

3. Kepala Oaerah adalah Bupati Batang Hari. 

4. Dinas Pendapatan Oaerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Batang Hari. 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 
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25.Nilai . 

24. Nornor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor 
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana da!am administrasi perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda penqenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 
melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya. 

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 

22. Surat Keputusan Pernbetulan ada!ah surat keputusan yang membetulkan kesalahan 
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat da!am Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 
Keberatan. 

21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan I atau denda. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
adafah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jum!ah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya 
tidak terutang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT, ada\ah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB. 
adalah surat ketetapan pajak yang rnenentukan besarnya jurnlah pokok pajak, jumlah 
kred't pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

15. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disebut dengan SITS adalah Bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain 
yang ditetapkan oleh Bupati · 

14. Surat Setoran Pajak Oaerah, yang selanjutnya disingkat SSPO, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan rnenggunakan 
formulir atau teiah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah mela!ui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati 
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b. wajib . 

( 1) Penqurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena : 
a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau 

karena sebab-sebab tertentu iainnya; atau 
b. dalam ha! objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. 

(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau 
karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
untuk: 

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi: 
1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, 

veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda [asa bintang gerilya, atau 
janda/ dudanya ; 

2. objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan /peternakan yang 
hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah ; 

3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya. orang pribadi yang penghasilannya sernata 
mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya su!it dipenuhi ; 

4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, 
sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi ; dan/ atau 

5. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpengnasilan rendah 
yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan 
lingkungan dan dampak positif pembangunan ; 

BAB II 
PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN 

Pasal2 

32. Zona Nilai Tanah adaiah zona geografis yang terdiri atas sekeiompok objek pajak yang 
mempunyai suatu Nilai lndikasi Rata-rata yang dibatasi oleh penguasaan/pemilikan 
objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Penentuan batas Zona 
Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok. 

25. Ni!ai Ju al Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah Harga rata-rata 
yang diperoleh dari transaksi jual befi yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melaiui perbandingan harga dengan 
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau N,JOP pengganti. 

26. Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 
laut wilayah Kabupaten 

27. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut. 

28. Objek pajak adalah Objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan untuk 
sektor perkotaan. 

29. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang 
digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi atau NJOP Bangunan 

30. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah 
daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan 
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan komponen material 
bangunan serta komponen fasilitas bangunan. 

31. Nilai lndikasi Rata-rata adalah Nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah 
dalam suatu zona nilai tanah. 

-5- 



b.setelah . 

Pasal5 
(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan 

permohonan Wajib Pajak. 
(2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ("1) dapat 

diajukan secara : 
a. Perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau 
b. Perseoranganatau kolektit, untuk PBS yang terutang yang tercantum dalam SPPT. 

(3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b dapat diajukan : 
a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBS yang terutang paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau 

Pengurangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan : 
a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1; 
b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal 

kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2, 
angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau 

c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek 
pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4). 

Pasal4 

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak 
atas PBS yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan I atau SKPD. 

(2) PBB terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (i) 
adalah pokok pajakditambahdengandendaadministrasi. 

(3) SKPD sebagaimana dimaksud padaayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak 
dapat dimintakan pengurangan denda administrasi sebagaimana dirnaksud dalarn 
pasal 20 Undang-undang PBS. 

BAB ill 
PEMBERIAN PENGURANGAN 

Pasal3 

b. Wajib Pajak badan meliputi : 
Objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami 
kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak 
dapat memenuhi kewajiban rutin. 

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam 
antara lain gempa burni, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 
dantanah longsor. 

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 
kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman. 
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a.1 (satu) . 

( 1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya 

persentase Pengurangan yang dimohcn disertai alasan yang jelas; 
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Batang Hari 
d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan; 
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 

1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk : 
a) Wajib Pajak Sadan; atau 
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBS yang terutang lebih dari 

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); 
2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak 

orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua 
juta rupiah); 

f. Permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya: 
1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 
2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD; 
3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan 

PBB; 
4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau 
5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadiaya sebab lain yang luar 

biasa,kecuall apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka 
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

g. tidak memiliki tunggakan PBS Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang 
dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam 
atau sebab lain yang luar biasa; dan 

h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, 
atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan 
dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding. 

(2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 5 ayat (3) huruf a harus mernenuhi persyaratan : 

Pasal 6 

b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal : 
1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 

1 dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah); 

2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 
2, angka 3, angka 4, atau angka 5, dengan PBS yang terutang paling banyak 
Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau 

3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4). 
dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

-7- 



b.objek . 

(1) Permohonan Wajib Pajak sebagairnana dirnaksud da!am Pasal 2 dilampiri dengan 
dokumen pendukung. 

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk permohonan 
Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal : 

a. objekpajak yang VVajibPajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, 
veteran pembelakemerdekaan, penerima tanda jasa bintanggerilya, 
ataujanda/dudany adapatberupa : 
1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan 

tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar 
Kehormatan dari pejabat yang berwenang; 

2. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau 
3. dokumenpendukunglainnya. 

Pasal7 

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya 

persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; 
c. diajukan kepada Bupati Batang Hari melalui pengurus Legiun Veteran Republik 

Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya; 
d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan 
e. tidak memiliki tunggakan PBS Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang 

dimohonkan Pengurangan. 
(3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan : 
a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya 

persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; 
c. diajukan kepada Bupati Batang Hari melalui : 

1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus 
organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1; atau 

2. Kepa_la Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2) dan objek pajak 
sebagaimana dimaksud dalarri Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3); 

d. di!ampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan; 
e. diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya: 

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 
2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau 
3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, 

kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus L VRl setempat, pengurus 
organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa I Lurah, dapat menunjukkan 
bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di 
luar kekuasaannya; 

f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang 
dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam 
atau sebab lain yang luar biasa: dan 

g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dirnohonkan Pengurangan. 
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(4).Dokumen . 

b. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang 
hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah dapat berupa : 
1 . surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa : 

a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat 
terbatas; dan 

b) penghasilan Wajib Pajak rendah 
2. fotokopi Kartu Keluarga; 
3. fotokopi rekening tagihan Iistrik, air, dan/atau telepon; 
4. fotokopi bukti pelunasan PBS Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau 
5. dokumen pendukunglainnya. 

c. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya 
semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit 
dipenuhi dapat berupa: 
1. Fotokopi surat keputusan alasan; 
2. fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya; 
3. fotokopi Kartu Keluarga; 
4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon: 
5. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan I atau 
6. dokumen pendukung lainnya. 

d. objekpajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, 
sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa : 
1. surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan 

Wajib Pajak rendah; 
2. fotokopi Kartu Keluarga; 
3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; 
4. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau 
5. dokumen pendukung lainnya. 

e. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah 
yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan 
lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa : 
1. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang rnenyatakan bahwa penghasilan 

Wajib Pajak rendah; 
2. fotokopi SPPT tahun sebelumnya; 
3. fotokopi Kartu Keluarga; 
4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; 
5. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau 
6. dokumen pendukung lainnya. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak 
badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak 
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat 
berupa: 

a. Fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya; 
b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelurnnya: 
c. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau 
d. dokumen pendukunglainnya. 
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( 1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggap bukan sebagai 
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi : 
a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2); atau 
b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dianggap bukan 
sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(3) Dalam hai permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bupati me!alui Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Kabupaten Batang Hari dalarn jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan 
secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada : 
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara 

perseorangan; atau 
b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala 

Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif. 
(4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 
permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1 ), ayat (2), atau ayat (3). 

Pasai8 

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan 
Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena 
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa : 

a. Surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena 
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; 

b. Surat keterangan yang mendukung 10 alasan pennohonan dari Kepala 
Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau 

c. Dokumen pendukungiainnya. 
(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk perrnohonan 

Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik 
Indonesia (L VRI) atau organisasi terkaitlainnya dapat berupa : 

a. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak; 
b. Fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak 

sebeiumnya; dan/atau 
c. Dokumen pendukunglainnya. 

(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan 
Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif olehKepala Desa/Lurah dapat berupa : 

a. Surat keterangan yang mendukung 10 alasan permohonan dari Kepala 
Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; 

b. Fotokopi bukti pelunasan PRB tlap-tiap Wajib PajakTahun Pajak 
sebelumnya; dan/atau 

c. Dokumen pendukunglainnya. 
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), perrnohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan 
yang berlaku. 



BAB IV . 

Bentuk format Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tertuang dalam 
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan pengurangan, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus 
diterbitkan, kecuali dalam ha! permohonan pengurangan secara kolektif 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan 
segera setelah SPPT diterbitkan. 

(2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah : 
a. tanygal terima surat pennohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada pet.ugas Pelayanan; atau 
b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal 

disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teiah terlampaui dan 

keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan 
diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. 

(4) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan 
pengurangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, besarnya 
pengurangan ditetapkan sebesar persentase sesuai ketentuan sebaqairnana 
dimaksud dalam Pasal 4. 

Pasal 11 

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa mengabulkan 
seluruhnya atau sebagian, atau menolak perrnohonan Wajib Pajak. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil 
penelitian. 

(3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD 
yang sama. 

Pasal 10 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari atas nama Bupati memberikan 
keputusan atas permohonan pengurangan PBB terutang. 

Pasal 9 
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SERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 
TAHUN 2012 NOMOR J7.~ . 

ALI-REDO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 

Diundangkan di Muara Bulian 
pada tanggal 1B - ll- 2012 

Muara Bulian 

2 B - ll - 2012 
Ditetapkan di 

pada tanggal 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 
• Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Batang Hari. 

Pasal 13 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 
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4. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 1 

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pernbentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25) sebagairnana telah diubah dengan Undang - 
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 2755); 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan 
Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atas nama 
Wajib Pajak.................... Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . Tanggal 
............................. atas SPPT/SKPD Nomor .. 
T ahun Pajak yang diterirna pada tern pat pelayanan dan 
dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan 
dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBS Nornor 
. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . tanggal, .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. perlu diterbitkan 
keputusan atas permohonan pengurangan PBB dimaksud ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Batang Hari 
tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

Menimbang: 

BUPATI BATANG HARi, 

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARi 
NOMOR TAHUN 2012 

TENT ANG 
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARi 
NOMOR TAHUN 2012 
TAt~GGAL ··-~ .,. 2012 



Tembusan disampaikan kepada Yht: 
1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Derah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian 
2. Sdr. Camat Se Kabupaten Batang Harl 
3. Sdr. Kepala Desa I Lurah Dalam Kabupaten Batang Hari . 

H. A. FATTAH 

BUPAT! BATAt,IG HARi 

Ditetapkan di Muara Butian 
pad a tang gal . 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT 

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan 
dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

KETIGA 

( ) 

Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana 
dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :. 
a. PBB yang terutang menu rut SPPT/SKPD PBB Rp ... 
b. Besamya pengurangan 
( % x Rp ) Rp - 
c. Jumlah PBB yang terutang setelah pengurangan Rp 

KEDUA 

b. Obyek Pajak 
NOP . 
PBB yang terutang : Rp ( rupiah) 
Alamat . 
Desa/Kelurahan . 
Kecamatan . 
Kabupaten . 
Sebesar % ( . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . persen) dari PBB 
yang terutang. 

Mengabulkan seluruhnya/ Mengabulkansebagian/Menolak *) 
permohonar. pengurangan PBB terutang yang tercantum dalam 
SPPT/SKPD PBB nomor Tahun Pajak: 

a. Wajib Pajak 
Nam a 
Alam at 

KESA TU 
Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

1. Permohonan pengurangan Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal 
.............................. atas SPPT/SKPD PBS yang diajukan 
oleh Wajib Pajak ; 

2. Laporan hasil penelitian obyek pajak nornor . 
tanggai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . atas atas SPPT/SKPD PBB yang 
diajukan oleh Wajib Pajak; 

Memperhatikan 




